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Tesis ini berjudul “Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai State Auxiliary Body
dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia”. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui
konsekuensi kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai state auxiliary body dalam
sistem ketatanegaraan di Indonesia dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi
Komisi Pemberantasan Korupsi serta upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.
Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan politik hukum. Hasil
penelitian ini menunjukan bahwa konsekuensi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai state
auxiliary body dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia ialah independensi dan keberadaan
Komisi Pemberantasan Korupsi tergantung politik hukum negara. Independensi yang
dimaksud dalam pengertian kelembagaan maupun dalam menjalankan tugas pokok dan
fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pemberantasan korupsi. Kendala-kendala yang
dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi terkait eksistensinya ialah keterbatasan
kelembagaan, sumber daya manusia, anggaran, keterbatasan dukungan politik, dan kultur
hukum. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatsi kendala-kendala tersebut yaitu
membangun sinergitas antar lembaga penegak hukum, perlindungan hukum bagi aparat
Komisi Pemberantasan Korupsi, dan dukungan negara bagi Komisi Pemberantasan Korupsi.




This thesis is entitled “The Existence of Corruption Eradication Commission as State
Auxiliary Body in Constitutional System in Indonesia.” This thesis is aimed to know the
consequence of the position of Corruption Eradication Commission as State Auxiliary Body
in Constitutional System in Indonesia and obstacles faced by Corruption Eradication
Commission and efforts to overcome those obstacles. This is normative research with legal
politic approach. The result of research indicates that the consequence of Corruption
Eradication Commission as Corruption Eradication Commission is independency and the
existence of them depend on constitutional legal politic. The intended independency is in
institutional meaning or performing major duty and function of Corruption Eradication
Commission in the corruption eradication. Obstacles faced by Corruption Eradication
Commission concerning their existence are institutional border, human resource
management, budget, politic support limitation, and legal culture. The effort to overcome
those obstacles is to build synergy among legal authority institution, legal protection for
Corruption Eradication Commission Apparatus, and state support for them.
Keywords: Corruption Eradication Commission, Constitutional, State institution
 
 
